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ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH

Haninun
Mauli Luzia Eka Safitri
(Universitas Bandar Lampung)
E-Mail: haninun@ubl.ac.id

Abstract

33 provinces and 471 districts / cities in Indonesia, only about 10 percent of which have a
formal setting boundaries one Lampung province has 15 districts / cities. Lampung Province
has other sources of income and abundant natural resources in each region. Therefore, this
study aims to demonstrate empirically the effectiveness of Local Revenue Target Achievement
At Regency / City in Lampung. The object of this study was 15 District / City in the province
of Lampung. The data used in this study is that the data collected in 2010 to 2012. The data
analyzed in this study are secondary data obtained from documents Budget Realization
Report Regency / City in Lampung Province obtained from the Board of Finance of the
Republic of Indonesia Representative Pemerika Lampung Province. Budget Realization of
this report was obtained data on the number of actual revenue (PAD). The sampling method
using census method by taking the entire population. From these data, then analysis by using
the calculation of the ratio of the degree of decentralization, the ratio of financial
independence and effectiveness ratio. The results of this study indicate that the Budget Actual
revenue (PAD) Lampung Province from 2010-2012 has been very effective. That means the
regional government to realize the budget revenue (PAD) properly.

Keywords: revenue (PAD), Budget Realization Report (LRA).
1. Latar Belakang

Penyusunan anggaran pendapatan daerah merupakan salah satu dokumen rencana
kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulah yang akan digunakan pemerintah daerah
sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Peraturan Pemerintah nomor 58
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006
(saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai, Untuk
mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja.

Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada umumnya APBD
suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah.
Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga

kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.
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Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena
secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang
potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah
merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam wupaya penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak
hanya keinginan untuk melimpahkan keuangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi pengelolaan
sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat (publik), memudahkan masyarakat untuk untuk memantau dan mengontrol
penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang
sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi yang pada intinya adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatif. Sehubungan dengan permasalahan
yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris analisis

efektifitas pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Landasan Teori
Definisi Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan Daerah didefenisikan sebagai rencana operasional keuangan
pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun aggaran serta
menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah
yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2006).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang
bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan
proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses
penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan
belanja pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) (Pratiwi, 2007).
Kriteria Anggaran
Menurut Bastian (2001) Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi

seharusnya dapat memenuhi kriteria berikut :
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1. Anggaran harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan

masyarakat.

2. Anggaran harus dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen

pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik mempunyai beberapa

fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan (planning tool) Anggaran merupakan alat manajemen untuk
mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan
tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan dibutuhkan
dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat
perencanaan digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan,

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Sebagai alat pengendalian (controlling tool)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan
pengeluaran  pemerintah  agar  pembelanjaan  yang dilakukan  dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian
digunakan untuk menghindari overspending, underspending dan salah sasaran
(misappropriation) dalam pengalokasian dan pelaksanaan operasional program atau
kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat
cara, yaitu :

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,

b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances),

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak

dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians,
d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool)
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Anggaran sebagai alat kebijakn fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut
dapat diketahui arah kebijakn fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-
prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong,
memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4.  Sebagai alat politik (political tool)
Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa
komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana
publik.

5. Sebagai alat koordinasi dan komuniksai (coordination and communication tool)
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran
publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik
yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit
kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat
komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus
dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6.  Sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool)
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi
pencapaian anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang
dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat
yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Sebagai alat pemotivasi (motivation tool)
Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif
beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisiensi dalam mencapai
target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8.  Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere)
Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran sektor publik merupakan wadah
untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat yang
terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

Proses Penyusunan Anggaran
Proses penyusunan anggaran di awali dengan penetapan target,tujuan dan kebijakan.

Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan di capai dan keterkaitan
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tujuan dengan berbagai program yang akan di lakukan, sangat krusial bagi kesuksesan
anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai di lakukan. Pencapaian
konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses
panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang
melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering di abaikan.
Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian,2006).

Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah
yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004).
Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil
dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan
apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut,
merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang
timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, terdiri dari :

o Pajak daerah

o Retribusi daerah

e  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
o Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD
yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Kemampuan
Pemerintah Daerah dikategorikan efektif apabila :
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Tabel 1

Tolak Ukur Rasio Efektifitas
Persentase (%) Kriteria
Diatas 100% Sangat efektif
90%-100% efektif
80%-90% Cukup efektif
60%-80% Kurang efektif
Kurang dari 60% Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian
Kinerja Keuangan
Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna

memperoleh ukuran yang lebih baik. Efektivitas kemampuan Pemerintah

2.2 Penelitian Terdahulu

Kusumawati (2011) meneliti tentang Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh positif
terhadap PAD tahun berjalan. Rasio efektifitas tahun lalu tidak berpengeruh positif terhadap
PAD tahun berjalan dan rasio efisiensi tahun lalu tidak berpengaruh negatif terhadap PAD
tahun berjalan. PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun
berjalan. Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.
Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan sedangkan rasio efektifitas
tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.

Iskandar (2004) mengkaji keterkaitan antara perkembangan penerimaan asli daerah dengan
perkembangan produk domestik regional bruto di provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil
analisisnya dapat diketahui bahwa perkembangan PDRB DKI Jakarta terindentifikasi

berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penerimaan PAD.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis
Variabel X Variabel Y

Anggaran Pad Efektivitas Pencapaian Target
(Pendapatan Asli Daerah) Pad (Pendapatan Asli Derah)

v
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3. Metode Penelitian
3.1 Populasi dan Unit Analisis
Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota.
Unit Analisis
Unit Analisis dalam penelitian ini meliputi seluruh populasi yaitu seluruh kabupaten/kota
yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2010-2012 dengan data
penelitian sebanyak 15 kabupaten/kota.
3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah
diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Data penelitian berupa Laporan anggaran
dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 yang diperoleh
dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.
3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini
dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat data-data yang berhubungan dengan
penelitian yaitu sebanyak 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3.4 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel x (dependen) dan y
(independen). Dimana dalam penelitian ini, satu komponen dari Anggaran Pendapatan Asli
Daerah sebagai variabel dependen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap efektivitas
pencapaian target pendapatan asli daerah sebagai variabel independen Target
3.5 Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, berupa uraian data
yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Dengan kata lain, penelitian ini
disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan
perhitungan. Sementara itu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk
menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Moleong,2007).
Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk
memperoleh informasi mengenai pengaruh anggaran pendapatan daerah secara empiris.
Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan
permasalahan yang dihadapi dalam keefektivan pencapaian target pendapatan asli daerah di

Provinsi Lampung (Moleong,2007).
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4. Pembahasan
4.1 Perhitungan dan Analisis Rasio Keuangan
Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat
Desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, berikut ini

adalah skala pengukuran derajat desentralisasi :

Tabel 2

Tolak Ukur Derajat Desentralisasi
% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat kurang
10,02-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat baik

Sumber : (Anita,2001)

Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung secara keseluruhan pada
Tahun 2010-2012. Ini menunjukan kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat untuk
menggali, mengelola pendapatan dan membiayai rumah tangganya sendiri masih dilakukan
dengan sangat kurang baik. Untuk itu ke depannya diharapkan agar dapat lebih berupaya
untuk meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan

potensi-potensi yang sudah ada.

Tabel 3
Derajat Desentralisasi Provinsi Lampung
Tahun 2010-2012

Tahun Rasio Derajat Keterangan
Desentralisasi

2010 50,0 % Sangat baik

2011 54,86 % Sangat baik

2012 44,79 % Baik

Sumber : Data di olah,2015
Dari perhitungan di atas dapat dilihat Derajat Desentralisasi Provinsi Lampung pada

Tahun 2010-2012. Ini berarti kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat untuk menggali,
mengelola pendapatan dan membiayai rumah tangganya sendiri telah dilakukan dengan baik.
Untuk itu ke depannya pemerintah pusat Provinsi Lampung agar dapat lebih berupaya untuk
meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan

potensi-potensi yang sudah ada.
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b. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara
lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001).

Tabel 4
Tolak Ukur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Persentase (%) Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat kurang
10,02-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana

ekstern.Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan
daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio
kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli
daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan
bahwa timgkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Widodo, 2001). Rasio kemandirian
keuangan per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2012, hal ini tentu
menggambarkan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang
masih sangat kurang, namun untuk Kota sudah sangat baik dengan mampu mencapai tingkat

kemandirian yang tinggi apalagi kemampuannya berada diatas 100 %.

Tabel 5
Kemandirian Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2010-2012
Tahun Rasio Kemandirian Keterangan
2010 105,15 % Sangat Baik
2011 124,39 % Sangat Baik
2012 130,12 % Sangat Baik

Sumber : Data di olah,2015
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Pada tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian keuangan Provinsi Lampung pada
Tahun 2010-2012, hal ini tentu menggambarkan kemampuan Provinsi Lampung yang sangat
baik dengan mampu mencapai tingkat kemandirian yang tinggi apalagi kemampuannya
berada di atas 100 %.

c. Efektivias Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan rasio efektivitas PAD yang di capai oleh
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) masing-masing Kabupaten dan Kota serta Provinsi
Lampung. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sangat efektif dalam merealisasikan
pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dengan rata-rata 96,81 % . Hal ini
menggambarkan kinerja yang sangat baik.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sangat efektif dalam merealisasikan
pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dengan rata-rata 116,16 % . Hal
ini menggambarkan kinerja yang sangat baik. Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan
asli daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dengan rata-rata 108,29 % . Hal ini
menggambarkan kinerja yang sangat baik.

Tabel 6
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung
Tahun 2010-2012

Tahun Rasio efektivitas (%) | Keterangan
2010 109,61 Sangat Efektif
2011 108,21 Sangat Efektif
2012 88,92 Cukup Efektif

Sumber: Data di olah,2015
Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Provinsi Lampung yang

direncanakan. Hal ini menggambarkan kinerja yang sangat baik.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1) Penyusunan anggaran atau rencana anggaran yang baik akan sangat mempengaruhi
keefektivan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian di
Provinsi Lampung dilihat dari produktivitas, keberhasilan merealisasikan PAD dari

target yang ditetapkan pada Tahun 2010-2012 sudah sangat baik.
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2)

3)

Faktor-faktor yang menghambat kefektivan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah antara lain : 1) Ciri
organisasi yang dilihat dari tujuan organisasi, struktur orgasnisasi, pembagian kerja dan
penggunaan teknologi masih belum optimal meskipun tujuan organisasi telah
ditetapkan, dan struktur yang ada sudah membagi habis tugas dan fungsi dan
kewenangan pada masing-masing bidang namun dalam pelaksanaannya kewenangan
dan fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. 2) Kebijakan dan praktek manajemen
pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung agar lebih optimal, bisa
berupa motivasi dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Selain itu rapat
rutin secara berkala untuk membahas permasalahan yang ada dan bagaimana mencapai
tujuan atau target PAD yang telah ditetapkan.

Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukan bahwa derajat
desentralisasi Provinsi Lampung sudah cukup baik, kemandirian keuangan Provinsi
Lampung bahkan sangat baik, dengan tidak adanya pinjaman dengan Pemerintah Pusat
dan tidak pula memberi pinjaman pada Kabupaten. Pemerintah Provinsi Lampung
dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan
asli daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah

diatas 100%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung sebagai berikut:

1)

Untuk mewujudkan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah, beberapa hal yang harus dilakukan
adalah : 1) Perlu ditingkatkan pemanfaatan teknologi untuk pendataan dan
penghitungan potensi pendapatan daerah dan harus segera disusun perencanaan
program kerja jangka menengah dan jangka panjang, dengan melibatkan dinas-dinas
terkait untuk memaksimalkan potensi-potensi PAD yang ada. 2) Guna meningkatkan
produktivitas Dispenda, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah dengan pembentukan tim intensifikasi PAD harus dimaksimalkan antara lain
dengan melakukan penyusunan data potensi real pajak dan retribusi daerah serta
menciptakan potensi PAD baru salah satunya dengan cara membentuk Badan Usaha
Milik Daerah yang bergerak dibidang potensial antara lain sektor usaha perdagangan

dan Pariwisata. 3) untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai perlu ditingkatkan
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fasilitas kerja pegawai (ruang kerja dan sarana prasarana kerja), serta penerapan
pemberian insentif berdasarkan kinerja atau beban kerja yang diberikan pada masing-
masing pegawai.

2) Untuk mewujudkan efektivitas organisasi yang dilihat dari faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas disarankan antara lain 1) Dilakukan pembenahan dan
penataan manajemen kerja guna memaksimalkan struktur dan fungsi organisasi yang
ada. Untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja mencapai tujuan organisasi
perlu dilakukan pertemuan rutin dan berkala guna membahas kemajuan pencapaian
tujuan dan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan

dapan tercapai sesuai target yang ditetapkan.
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